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BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR r Z- TAHUN 2017

TENTANG

TATACARAPENGALOKASIANDAN PEMBAGIAN
ALOKASIDANADESA DAN BANTUANPEMERINTAH KABUPATEN

KEPADALEMBAGAKEMASYARAKATANKELURAHAN
or KABUPATENMUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa sesuai ketentuan PasaI 96 Peraturan Pemerlntah

NQrnQT47 tMun 2Q15 tentang PernbMan. Atas Perarnran.

Pemerlntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, mengatur ketentuan mengenai tata cara

pengaIokasian dan pembagian aIokasi dana desa kepada

setiap desa diatur dengan Peraturan BupatijWaIikota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan PasaI 20 huruf c

Peraturan Pemerlntah Nomor 73 Tahun 2005 tentang

Kelurahan, sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan

dapat diperoleh dari bantuan Pemerlntah

KabupatenjKota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud daIarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Tata Cara

PengaIokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa

dan Bantuan Pemerlntah Kabupaten kepada

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten

Musi Banyuasin;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 ten tang

Penetapan Undang-Undang Darurat No.. 4 Tahun 1956

(Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang



Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun

1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun

1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) ten tang

Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja,

Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan,

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara .Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(~mpWW1 N~gW~R~p1-!plikl11q(m~l>i~T@1-!l17()~4Nqmqr
7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tabun

2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang



Menetapkan :

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang PengeIolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2093);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16

Tahun 2007 Tentlmg. Keu~g~ Q~s.!!, P~rtmJ?~g~

Keuangan Kabupaten dan Desa dan Alokasi Dana Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016

Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 24

TMW:~2019 t~ntang Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 24);

12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 65 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten

Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 75);

13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 93 Tahun 2016

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Bel<J,Ilja

Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten

Musi Banytil.'isinTahun 2016 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASINTENTANG TATA
CAM PENQALOl{A,sIAN PAN pEMBAGIAN AWl{A,sJ PANA
DESA DAN BANTUANPEMERINTAHKABUPATENKEPADA
LEMBAGAKEMASYARAKATANKELURAHANor KABUPATEN
MUSI BANYUASIN



BABI

KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;

2. Pernerintah Kabupatep adalah Pemerintah Kabupaten MllSiBanyuasin;

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin;

5. Badan Pengelola Keuangan aan Aset Daemh aaalah Baaan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

6. Camat adalah adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasip;

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
-- -- -- "- -

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

8. Kelurahan adalah wilayah keIja lurah sebagai perangkat Daerah

Kabupatep/Kota dalam wilayah keIja KecaxnataQ;

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan desa;

11. Perangkat Desa adalah Sekretarls Desa dan Perangkat Desa lainnya yang

terdiri atas Sekretariat Desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) dan

pelaksana teknis lapangan (kepala seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal

5 orang) serta unsur kewilayahan (kepala dusun);

12. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala

Desa dalam bidang tertib admipistrasi pemerintahap dap pembaPgupaQ

serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;

13. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan

demokrasi dalam penyelenggaraap pemerintahan desa sebagai UJ;ls:ur

penyelenggara pemerintahan desa;



14.Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk

oleh rnasyarakat Scesuaidengan kebutuhan dan rnertlpakan mitra lurah

dalam memberdayakan masyarakat;

15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat

APBD,adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daer!3byang

dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah;

16.Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa

untuk rnenerima, menyimpan, menyetorkan, menatauScahakan,

membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka

pelaksanaan APBDesa;

17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut

APBDeScadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang

ditetapkan dengan Peraturan Desa;

18.Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah

Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan

pajak daerah, retribusi daerah dan dana keuangan pusat dan daerah yang

diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai;

19.Bantuan Kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah dana yang

diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada kelurahan untuk tunjangan

Lembaga Kemasyarakatan;

20. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya

disingkat (DURKP-Desa)adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan

pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya

dari APBDyang tertuang di APBDesa.

BASIl

TATACARAPEMBAGIAN

BagianKesatu

Pembagiandan PenetapanRincianADD

Pasal2

(1)Tata cara pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa yang

bersumber dari APBDTahun 2017 dihitung dengan cara perkalian jumlah

Perangkat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan

Keagamaan di setiap desa dengan besar tunjangan yang ditetapkan;



(2) Perangkat pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

meliputi : Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;

(3)Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

meliputi : Ketua Rukun Tetangga (RT),Ketua Rukun Warga (RW),Pengurus

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Petugas Pembantu Pencatat

Nikah (P3N),Ustadz/Ustadzah, Marbot, Imam Masjid dan Linmas Desa;

(4)Besar tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan

dengan Keputusan Bupati;

(5) Penetapan rincian pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pembagian dan Penetapan Rincian Bantuan

Kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Pasal3

(1)Tata cara pembagian dan penetapan rincian Pembagian dan Penetapan

Rincian Bantuan kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang

bersumber dari APBD Tahun 2017 dihitung dengan cara perkalian jumlah

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di setiap kelurahan dengan besar

tunjangan yang ditetapkan;

(2)Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

meliputi : Ketua Rukun Tetangga (RT),Ketua Rukun Warga (RW),Pengurus

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Petugas Pembantu Pencatat

Nikah (P3N),Ustadz/Ustadzah, Marbot, Imam Masjid dan Linmas Kelurahan;

(3)Besar tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan

dengan Keputusan Bupati;

(4) Penetapan rincian pembagian Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BABIII

TATACARAPENYALURAN

Bagian Kesatu

Penyaluran ADD

Pasal 4

(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari

Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa;



(2)Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara triwulan;

(3)Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan setelah Kepala Desa

menyampaikan :

a. Perdes tentang APBDesa paling lambat bulan Februari; dan

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebe1umnya;

(4)Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima desa setiap tahun dianggarkan

dalam APBDesa.

Bagian Kedua

Penyaluran Bantuan kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Pasal5

(1) Penyaluran Bantuan kepada Lembaga Kemasyarakatan Ke1urahan dilakukan

melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening

Bendahara Kelurahan;

(2)Penyaluran Bantuan kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dilakukan

secara triwulan;

(3) Penyaluran Bantuan kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dilakukan

setelah Lurah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bantuan

kepada Lembaga Kemasyarakatan Ke1urahan Tahun Anggaran sebelumnya;

BABIV

TATACARAPENCAIRANDANA

Bagian Kesatu

Pencairan ADD

Pasal6

(1) Kepala Desa menyampaikan usulan pencairan dana melalui Camat dengan

melampirkan dokumen sebagai persyaratan :

a. usulan rincian penerima tunjangan Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga

Kemasyarakatan Desa;

b. fotokopi SK pengangkatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD,

LPM, Ketua RT, Ketua RW, P3N, Ustad/Ustadzah, Marbot, Imam Masjid

dan Linmas Desa;

c. fotokopi buku rekening kas desa;

d. fotokopi buku rekening atas nama pribadi Kepala Desa, Perangkat Desa,

BPD, LPM, Ketua RT, Ketua RW, P3N, Ustad/Ustadzah, Mai-bot, Imam

Masjid dan Linmas Desa;



.'.

e. surat pernyataan kepemilikan rekening pribadi;

f. pakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa;

g. daftar absensi kehadiran kerja Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LPM,

Ketua RT, Ketua RW, P3N, Ustad/Ustadzah, Marbot, Imam Masjid dan

Linmas Desa;

h. daftar usulan rencana kegiatan; dan

i. rekapitulasi usulan tunjangan.

(2) Untuk triwulan berikutnya menyampaikan usulan pencairan dana dengan

melampirkan :

a. daftar usulan rincian penerima tunjangan;

b. daftar hadir Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LPM, Ketua RT, Ketua

RW,P3N, Ustad/Ustadzah, Marbot, Imam Masjid dan Linmas Desa; dan

c. laporan penggunaan dana triwulan sebelumnya beserta salinan

bukti-bukti pengeluaran yang sah.

(3) Camat meneruskan usulan pencairan dana kepada Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa;

(4)Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan usulan

pencairan dana kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setelah

menetapkan penerima tunjangan Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga

Kemasyarakatan Desa berdasarkan usulan Kepala Desa melalui Camat;

(5) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan proses pencairan

ke rekening desa;

(6) Setelah dana masuk ke rekening desa, bendahara desa mentransfer

ke rekening pribadi atas nama Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LPM,

Ketua RT, Ketua RW, P3N, Ustad/Ustadzah, Marbot, Imam Masjid dan

Linmas Desa;

(7) Format dokumen berkaitan dengan usulan pencairan dana sebagaimana

terlampir dalam Peraturan Bupati ini;

Bagian Kedua

Pencairan Bantuan kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Pasal7

(1)Lurah menyampaikan usulan pencairan dana melalui Camat dengan

melampirkan dokumen sebagai persyaratan :

a. usulan rincian penerima tunjangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

b. fotokopi SK pengangkatan sebagai pengurus LPM, Ketua RT, Ketua RW,

P3N, Ustad/Ustadzah, Marbot, Imam Masjid dan Linmas Kelurahan;

c. fotokopi buku rekening Bendahara Ke1urahan;



d. fotokopi buku rekening atas nama pribadi Pengurus LPM,Ketua RT,
Ketua RW, P3N, UstadjUstadzah, Marbot, Imam Masjid dan

Linmas Kelurahan;
e. surat pemyataan kepemilikanrekening pribadi;
f. pakta integritas yang ditandatangani oleh Lurah;
g. daftar absensi kehadiran kerja Pengurus LPM,Ketua RT,Ketua RW,P3N,

UstadjUstadzah, Marbot, ImamMasjiddan LinmasKelurahan;

h. daftar usulan rencana kegiatan;
i. daftar usulan rincian penerima tunjangan Pengurus LPM, Ketua RT,

Ketua RW, P3N, UstadjUstadzah, Marbot, Imam Masjid dan Linmas

Kelurahan; dan
J. rekapitulasi usulan tunjangan.

(2)Untuk triwulan berikutnya menyampaikan usulan pencairan dana dengan

melampirkan :
a. daftar usulan rincian penerima tunjangan;
b. daftar absensi kehadiran kerja Pengurus LPM,Ketua RT,Ketua RW,P3N,

UstadjUstadzah, Marbot, ImamMasjiddan LinmasKelurahan; dan
c. laporan penggunaan dana triwulan sebelumnya beserta salinan

bukti-bukti pengeluaran yang sah.
(3)Lurah menyampaikan usulan pencairan dana melalui Camat;
(4)Camat meneruskan usulan pencairan dana kepada Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa;
(5)Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan usulan

pencairan dana kepada Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah setelah
menetapkan penerima tunjangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan,

berdasarkan usulan Lurah melalui Camat;
(6)Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan proses pencairan

ke rekening Bendahara Kelurahan;
(7)Setelah dana masuk ke rekening, Bendahara Kelurahan mentransfer ke

rekening pribadi atas nama Pengurus LPM,Ketua RT, Ketua RW, P3N,
UstadjUstadzah, Marbot, ImamMasjiddan LinmasKelurahan;

(8)Format dokumen berkaitan dengan usulan pencairan dana sebagaimana
terlampir dalam Peraturan Bupati ini;



BABV

KETENTUANLAIN-LAIN

PasalB

(1) Apabila dalam peIjalanan Tahun Anggaran teIjadi pemekaran desa maka
menjadi tanggung jawab beban desa induk.

(2) Dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa
dan Bantuan kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berpedoman
pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BABVI

KETENTUANpENUTUp

Pasal9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 17
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasall0

Peraturan Bupati ini berlaku terhitung mulai Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin.

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal ;;~ flTBfLU"Il'-i ,;JOll
P-It.SEKRET S DAERAH

KABUl" BANYUASIN,

Ditetapkan di Sekayu
jpada tanggal :Je F~tl.rJ. J)(J1l Ii

, PIt. BUpATIMUSI BANYUASINr

t

BERITADAERAHKABUpATENMUS! BANYUASINTAHUN2016 NOMOR l~
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